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BAB I
PENDAHULUAN

Dalam alinea ke~ Pémbukaah UUD 1945 dinyétakan bah-
wa negara Indonesia didirikan dengan tujuan funtuk momaju-
kan kesejahteraan umum", Rumusan ini mengandung suatu penu-
gasan kepada Pemerintah untuk manyelenggarakan kesedahtera- :

) an seluruh rakyat, yang berarti. pula-hahwa negara berkewa-_
-Jiban untuk memberantas kemiskinan,

Dl Indonesia pada saat ini masih terdapat Bekitar
25 Juta lebih rakyat yang. masih hidup di bawah garis kemis-~
kinan, Dengan demlkian usaha mengantaakan golonsan rakyat
miskin tersebut menjadi suatu hal yang penting.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mongangkat
golongan rakyat miskin tersabut khususnya golongan naaya-:

" rakat yang disabut fakir miskin adalah dengan memberikan

Jaminan hukum di bidang Bosial (kaaejahteraan aoaial) ‘ke-
pada fakir migkin, khusuanya di bldang pomenuhan kobutuhan
pokol hidup yang layak bagl kamanuaiaan, yang maliputi P
penghasilan (pendapatan), gizi, kosehatan, perumahan dan

_pendidikan.

Hal ini ditekankan karena masalah yang menonjol ba-

gl 5olongan fakir miskin adalah berkisar pada ketorbatasan
" kemampuan untul memenuhl kebutuhan pokok (daaar) manuaia.
* Dengan melalul Jaminan hukum di bidang gosial diharapkan
[Idapat mengatasi parmasalahan yang dislami golongan fakir

miskin tarsebut,
- Jaminan hukum di bidang sosial bagi fakir miakin,

di samping ditujuken untuk menjamin hak-hak asasi rakyat,

dalam arti mengangkat harkat dan martabat manusia menuju
taraf kehldupan dan panghidupan yang lebih baik (layak)

bagl kemanusiaan, juga bermanfaat dalam rangka menopang
laju pembangunan serta untuk mencegah perbuatan pbngehiaan
dan pergelandangan, dan sekaligus gebagal indikator kese-_
Jahteraan seluruh rakyat dalam alam pembangunan di Indonesia
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="Jrastmga; berdaaarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh sebab itu wajar apablila golongan fakir miskin
diberikan Jaminan hukum di bidang sosial, hal 1ni gesusi

- dangan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 UUD
1945 maupun dalam program pemerintah tentang 8 Jalur peme-
‘rintahan. ' ' '

Mesnurut data hingga saat ini masih ada sekitar 25
Juta lebih rakyat miskin di Indonesia. Di. antara_rakyat
yang miskin itu sekitar 11 l'juta Jiwa merupakan penduduk

I"dasa tertingsal dan slsanya: adalnh ‘penduduk desa (Yans tiw f
.. dak tartinggal) dan yang tinggal di perkotaan, Di lihat da~

ri Jumlah tersebut, Jjlka dibandingkan dengan aoluruh pen-
duduk Indonesia yang mencapai 185 Juta jiwa, maka Jumlah
,penduduk miskin sekitar 25° juta jiwa.lebih ternebut bukan- :
lah suatu jumlah yang kecil,

Oleh sebab 1tulah maka pembangunan demi meuujudkan
masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diaita-citakan*
oleh bangsa Indonesia mempunyai arti yang sangat pentins-

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara: diaman&tkan .
bahwa pembangunan yang dilakeanakan mencakup berbagai aapak
kehidupan yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, poli—
tik dan pertahanan keamanan, :

8alah satu bentuk konkrit perwujudan masyarakat adil’
dan makmuf material dan spiritual adalah upaya terwujudnya .
pembangunan di bldang soslal (kesejahteraan sosial) yaitu
dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan taraf kehidupan
dan penghidupan rakyat ke tingkat yang lebih baik bagl ke~ .
manusiaan, khumusnva bagi golongan rakyat yang disebut fa-
1kir miskin,

Menurut kuten%uan Pasal 1 Peraturan Pemerintah. No.42

'© tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Seslal Bagl Fa-

kir'Miskin, dinyatakan bahwa " fakir miskin adalah brang

. yang sama sekall tidak mempunyai sumber mata'penCaharian

dan tidak mempunyai kemampuan memenuhl kebutuhan pokok yang
layak bagl kemanusian atau orang mempunyal gumber nata pen-
caharian tetapi btidai uap-1t- wemenuhi kebutuhan pokolk yang




1ayak bagj komanusiaan”, _
Yang dimakesud kebuluhan pokok vang layak bagli kema-

‘nusiaan adalah terpenuhinya kebutuhan pokok hidup yanh me-

nyangkut pendapatan, gizl, kesehatan, perumahan dan pendi-
dikan. ‘

Adapun yang termasuk dalan kategori golongan fakir

ﬂ'miakin adalah :

a, buruh tani berpenghasilan rendah.

b, buruh nelayan berpenghasilan rendah.
c. petani yang berpenghasilan rendah.
d. nelayan yang berpenghasilan rendah.
¢. buruh kasar.

. pedagang kecil,

';_g. tukang becak, dan lain- lain.

Sehubungan dengan hal itu, maka wajarlah apabila peu
merintah berupaya untuk menanggulangi masalah golongan rak-
yat yang hidup atau berada di bawah garis kemiskinan terse-

but, Hal inl sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2)"UUD.

1945 bahwa "Tiap-tlap warga negara”barhak_dtha‘pekordhan

~dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan", dan Paaal 3

UUD 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh nagara"
Masalah kemiekinan sebenarnya tidak hanya terjadi

Cdi Indonesia, tetapl juga malanda di sebagian negara—nesara |
'ﬁdi dunia ini, terutama negara negara yang sedang borkembang.

Densan demikian perhatian terhadap golongan rakyat miskin.
yaitu golongan fakir miskin merupakan masalah yang Bangat

-panting untuk segera dicari Jalan ksluarnya, palins tidak |
momberikan jaminan hukum kepada mereka agar tidak tongselam

dalam garis kemiskinan yang berkepanjangan.
D1 samping itu manfaat adanya jaminan hukum bagli fa-

kir miskin sangat besar sekali. Sebagaimana diketahui bahwa

manusia merupakan sumber daya terpenting dalam pembangunan,
Dengan demliklan setlap kemampuan masyarakat untuk ikut ser-
ta dalam proses pembangunan merupakan unsur yang potensilal

menuju keberhasilan pembangunen, atau dapat dikatakan bahwa




berhasil tidaknya pambangunah aéngat bergantung'pada'ke-
mampuan masyarakatnya dalam melaksanakan pembanguhan.:

Dengan semakin padatnya penduduk dan karena Bebaginn
penduduk belum menikmatl penghidupan yang 1ayak bagi kema-
nusiaan, oleh karena itu untuk menjamin kehidupan: rgkyat
agér hidup dalam kondisi-kondisi yang sesual dengan harkat
" -dan martabat manusia, adalah'wajar apavila diberikan Jamiﬂ#
an hukum bagi golongan fakir miskin tersebut, yaltu berupa
Jaminan hukum di bidang sosial agar supays mereka tidak
terbelenggu dalam kemiskinan dan kemelaratan,

Adapun yang dimaksud dengan jaminan hukun adalah ke—
~pastian yang dijamin oleh hukum, Dikaltkan dengan fakir mis-
kin, maka pengertian jaminan hukum di sini dimaksudkan. se- |
bagal tordépatnya éejumlah produk peraturan perundang-undang-
T an yéng memberikan jaminan kepada fakir miskin agar terhin-
+dar darl ancaman kemiskinan. dan kemelaratan, sehinggs dapat

'~ memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak ‘bagi- kema-_
' “nusiaan.

. Sedangkan Jaminan hukum di bidang sosial dimakaudkan
sebagal terdapatnya bejumlah produk peraturan perundang~un-
dangan yang memberikan jaminan di bidang sosial (kqsdjahte4
raan sosinl) kepada fakir miskin, khususnya di bidang peme-
nuhan kebutuhan pokok hidup yang layask bagi ﬁamanusiaan'yang
meliputl : penghasilan (pendapatan), gilzi, kesehatan, paru-
mahan dan pendidikan. Hal yang demikian ini merupakan suatu
keharusan atau konsekuensl sebagal negara yang berkeadilan
sosial, di mana keadilan sosial bukan 8aja dinyatakan seba-
gal salah satu sila dasar negara di samping ke-empat'sila'
lainnya dari Pancasila, melainkan juga sebagal tujuan yang:
harus dicapai oleh negara. _ :

 Sebagaimana yang dinyatakan dalam alinea ko-h UUD
19&5, mengenai tujuan Pemerintahan Indonesia bahwa 1.

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerin-'
'~ tah Negara Indonesla yang melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonésia dan untuk mema ju-
kan kese jahteraan umum, mencerdaskan kehidupan. bang-
sa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber-
dasarkan kemardakaan, perdamaian abadi dan oadilan
BOSi&l-.."o ) : . o




Abdool Gani, dalam tulisannya bardudul "Paradilan _

{:Administraei" (Surabaya, 25 April 1985), tontans Nagara Hu~

kum Pancaaila mengatakan H ‘ :
"Dari sudut pemikiran kaadilan, maka Nogara Hukum

Pancaaila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan |

aosial, dari sudut kenegaraannya, Negara Hukum Pancaaila
mengutamakan dan meneirima konsep negara integraliatik, dari.
sudut upaya kasejahteraannya, mengarah pada terciptanya ma-
syarakat adil berkemakmuran dan makmur yang barkeadilan,
dan akhirnya dari sudut pemikiran kejiwaan dan moral Nega-

_ra Hukum Pancaslla adalah negara yang berlandaskan Ketuha-_
~nan Yang Maha Esa serts menjungjung tinggl hargat dan mar-

tabat manusia (Indonesia)",
Dari kutipan di atas nyatalah bahwa Indonesia soba-

gai negara hukum yang berkaadilan sosial bertanggung. jawab-f.h

untuk: menyelenggarakan kesejahteraan saluruh rakyat, yang

' menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia menuju ke a~

rah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pan~

'caaila dan UUD 1945,

" Seperti telah dinyatakan di atag bahwa masih ada g8o-
kitar lehih dari 25 juta jiya rakyat yang masih hidup di ba~
wah garis kemiskinan yang memprihatinkan, balk yang bermu~

) kim di desa maupun di kota, Mereka ‘tidak mampu mengangkat

dirinya karena katidakberdayaan dan katidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan pokok hidup yang layak bagi kemanusiaan._
Keadaan demikian perlu mendapat jaminan dari negara

- Yyaitu berupa jaminan hukum di bidang sosial dalam- rangka un-:

tuk memenuhi standar minimum kehidupan yang layak. Seperti
yang dinyatakan oleh Harold L. Wilensky dan Lebeaux bahwa
standar minimum yang harus dilindungi oleh negara menyang-

" kut: penghasilan (pendapatan),fgizi, kesehatan, perumahan

dan pendidikan bagl setlap warga negara, jaminan ini dibe~

rikan sebagai suatu hak politik bukan sebagal amal.
Berdasarkan kenyataan di atas, dikaitkan dengan ja-

minan hukum di bidang sosial bagi fakir miskin, timbul per-

;tanyaan, seberapa jauhkah hukum (peraturan perundang-undang-

an) yang ada sekarang telah memberikan jaminan di bidang




soslal kepada fakir misﬁin dalam rangka memenuhi, gtandér_

-minimum kebhutuhan pokok'yang layak bagi kamanusiaanifdng
_ menyangkut penghasilan, gizi, kesehatan, perumahan dan

pendidikan ? _
Atas dasar itu, maka dalam era pangantasan kemia-
kinan yang dicanangkan pemerintah saat ini dirasakan per-

" lu adanya hukum yang mampu menjangkau nasib golongan fakir-
miskin. tersebut berupa jaminan hukum di bidang sosial yang’f'
benar~benar mampu melindungi mereka dari kemiakinan dan ke~

 melaratan sehingga dapat memperoleh kehidupan dan penghidupﬂ'
'i an yang layak bagi kemanusiaan.

Di samping itu salah satu tujuan diadakannya jaminan

.hukum di bidang sosial kepada fakir miskin ddalah untuk men-
: cegah terjadinya perbuatan pengemisan dan pergelandangnn '

sebagaimana yang diancamkan: dalam Pasal 504 dan Paaal 505
KUHP, '

‘Penulis berpendapat bahwa jaminan hukum di bidang
sosial diberikan kepada golongan fakir miskin pada maaa pem~
bangunan dewasa ini sangat besar manfaatnya dalam manopangf

‘laju pembangunan. Hal inl sesuai yang dikehendaki dalam Pa-

sal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, maupun da-
lam program pemerintah tentang 8 jalur pamarataan yang me- -

”liputi : _
R Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khu-

_susnya pangan, sandang dan perumahan'

2+ Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan

_ keBehatan,

3. Pemerataan pembagian pendapatan,

&, Pemerataan kesempataa kerja;

5. Pemerataan kesempatan berusaha,_ . 3

6.'Pamerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan,
khususnya bagl generasl ' muda dan wanitaj

7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilaynh ta—
nah air;

8., Pemerataan kesempatan memperoleh kaadilan.







B. Perumusan Masalah

Berpangkal tolak dari kenyataan di atas, serta beta-
pa pentingnya artl hukum di dalam melaksanakan pambangunan,
di samping itu belum semua orang memperoleh kehidupan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka dapatlah di-
rumuskan permasalahannya sebagal berikut :
' Apakah hukum (peraturan perundang-undangan) talah
‘memberikan jaminan di- bidang sosial kepada fakir miakin,

.- kKhususnya di bidang kebutuhan pokek hidup yang layek bagi

komanuaiaan, dalam era pengentaaan kemiskinan dewaaa ini -
di Indonesia 2" '






